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4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4310 );

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4355 );

6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik
[donesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Idonesia Nomor 4389);

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4437 );

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(g ( Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4438 );

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Idonesia Nomor 3838);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor
3952);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran
Negara Republik Idonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan

@ Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4027);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan "Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Idonesia tahun 2004 Nomor 90 Tambahan lembaran Negara Republik
Idonesia Nomor 4416), sebagaimana terlah diubah kedua kali dan
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2004 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4417);

14, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4570);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 31), sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dan terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E Nomor 1),

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Nomor 1 Seri E Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun
Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007
Nomor 3 Seri A No. 1);

18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
Nomor : 53 tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Keputusan Daewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan

perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PEM BENTUKAN PIMPINAN
DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BATANG.

. Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus Dewan

perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang' sebagaimana diktum
MENETAPKAN, terlampir dalam keputusan ini.

: Tugas Panitia Legislasi Khusus sebagaimana diktum Pertama adalah

membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang :

1. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

5. perubahan Atas Perda Dati II Batang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

3. RPJIPD Kabupaten Batang Tahun 2005 — 2025; dan

4. RPIMD Kabupaten Batang Tahun 2007 - 2012.

panitia Legialsi Khusus sebagaimana diktum KEDUA, berakhir masa
tugasnya, setelah melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Batang.
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